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SUMMARY  

LEGAL PROTECTION FOR PIECE-RATE WORKERS TO PARTICIPATE IN 
THE BPJS HEALTH PROGRAM   

 (A Study at PT. Karya Tani Indonesia, Wadeng Village, Sidayu, Gresik)  

Mohammad Abdan Maulana 

Faculty of Law, Islamic University of Malang 

 In this undergraduate thesis, the author examines the issue of legal 
protection for piece-rate workers who refuse to be enrolled in the BPJS Kesehatan 
program at PT. Karya Tani Indonesia. The selection of this topic is motivated by 
the existence of a legal obligation imposed on employers to provide protection in 
the form of health insurance for workers, which in practice has not been fully 
implemented effectively due to resistance from piece-rate workers. This refusal is 
influenced by the characteristics of piece-rate employment relationships, which are 
non-permanent and flexible in nature, as well as the workers’ socio-economic 
considerations, particularly concerns about losing access to the Indonesia Health 
Card (Kartu Indonesia Sehat/KIS) and other social assistance benefits. This 
situation gives rise to legal issues related to the implementation of corporate 
obligations and the forms of legal protection that must still be provided to piece-
rate workers. Based on this background, the research formulates the following 
research questions: (1) How is the implementation of legal protection for piece-
rate workers who refuse to be enrolled in the BPJS Kesehatan program at PT. 
Karya Tani Indonesia? (2) What legal measures are undertaken by the company 
in responding to the refusal of piece-rate workers to participate in the BPJS 
Kesehatan program? 

 This research employs an empirical legal research method using a sociology 
of law approach. Data were collected through interviews and direct observations 
at the research site, supported by primary and secondary legal materials obtained 
through library research. The collected data were then analyzed descriptively to 
explain the relationship between what ought to be according to the law (das sollen) 
and the social realities that occur in practice (das sein). 

 The results of the study indicate that legal protection for piece-rate workers 
has not yet been implemented optimally. Workers’ refusal to participate in the BPJS 
Kesehatan program does not eliminate the company’s legal obligation to register 
workers in the social security system. Normatively, the right to health insurance 
constitutes a fundamental labor right that cannot be negated by differences in 
employment status. Therefore, a more appropriate solution for the company is to 
adopt a persuasive and educational approach, such as continuous socialization and 
administrative assistance, in order to enhance workers’ understanding of the 
importance of BPJS Kesehatan as an instrument of legal and social protection. 

Keywords: Legal protection, piece-rate workers, BPJS Kesehatan. 
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RINGKASAN 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA BORONGAN YANG 
MENOLAK DIIKUTSERTAKAN PADA PROGRAM BPJS KESEHATAN 

(Studi di PT Karya Tani Indonesia Desa Wadeng, Sidayu, Gresik) 

Mohammad Abdan Maulana 

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang 

Pada skripsi ini, Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan 
mengenai perlindungan hukum bagi pekerja borongan yang menolak 
diikutsertakan dalam program BPJS Kesehatan di PT. Karya Tani Indonesia. 

Pemilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh adanya kewajiban hukum bagi 
pemberi kerja untuk memberikan perlindungan dalam bentuk jaminan kesehatan 

kepada pekerja, yang dalam praktiknya belum sepenuhnya berjalan efektif akibat 
adanya penolakan dari pekerja borongan. Penolakan tersebut dipengaruhi oleh 
karakteristik hubungan kerja borongan yang bersifat tidak tetap dan fleksibel, serta 

pertimbangan sosial ekonomi pekerja, khususnya kekhawatiran akan kehilangan 
manfaat Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan bantuan sosial lainnya. Kondisi ini 
menimbulkan persoalan hukum terkait pelaksanaan kewajiban perusahaan dan 

bentuk perlindungan hukum yang tetap harus diberikan kepada pekerja borongan. 
Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan permasalahan 

sebagai berikut: (1) Bagaimana implementasi perlindungan hukum bagi pekerja 
borongan yang menolak diikutsertakan dalam program BPJS Kesehatan di PT. 
Karya Tani Indonesia? (2) Bagaimana upaya hukum yang diterapkan oleh 

perusahaan dalam menghadapi penolakan pekerja borongan terhadap 
kepesertaan BPJS Kesehatan? 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan 
pendekatan sosiologi hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan 
observasi langsung di lokasi penelitian, serta didukung oleh bahan hukum primer 

dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh 
selanjutnya dianalisis secara deskriptif untuk menjelaskan hubungan antara apa 
yang seharusnya menurut hukum (das sollen) dengan realitas sosial yang terjadi 

di lapangan (das sein). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap 

pekerja borongan belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Penolakan pekerja 
terhadap kepesertaan BPJS Kesehatan tidak menghapus kewajiban hukum 
perusahaan untuk tetap mendaftarkan pekerja dalam program jaminan sosial. 

Secara normatif, hak atas jaminan kesehatan merupakan hak dasar tenaga kerja 
yang tidak dapat dikesampingkan oleh perbedaan status hubungan kerja. Oleh 

karena itu, solusi yang lebih tepat dilakukan oleh perusahaan adalah melalui 
pendekatan persuasif dan edukatif, seperti sosialisasi berkelanjutan dan 
pendampingan administratif, guna meningkatkan pemahaman pekerja terhadap 

pentingnya BPJS Kesehatan sebagai instrumen perlindungan hukum dan sosial. 

Kata Kunci: Perlindungan hukum, pekerja borongan, BPJS Kesehatan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perlindungan hukum terhadap pekerja bertujuan menjamin hak-hak 

pekerja guna menciptakan lingkungan kerja yang adil, aman, dan 

sejahtera, serta mencegah penyalahgunaan dan ketidakadilan dalam 

hubungan kerja, melalui perlindungan fisik, hak asasi manusia, dan sosial.1 

Perlindungan tersebut bertujuan menjaga keseimbangan kepentingan para 

pihak serta menjamin jaminan sosial, termasuk keselamatan kerja, 

pelayanan kesehatan, dan kompensasi atas risiko kerja, sebagaimana 

ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan yang menjamin hak dan kesempatan yang setara bagi 

setiap tenaga kerja tanpa diskriminasi.2 Dalam undang-undang ini tenaga 

kerja dimaksud setiap individu yang memiliki kemampuan untuk 

menjalankan tugas demi memproduksi barang atau jasa, baik untuk 

memenuhi kebutuhan pribadinya maupun kebutuhan masyarakat.  

BPJS Kesehatan merupakan program jaminan sosial yang 

melindungi hak kesehatan pekerja dan masyarakat secara umum, yang 

mana perlindungan tersebut merupakan bagian dari aspek kesehatan 

kerja. Dengan pengertian BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program 

Jaminan Kesehatan Nasional yang memastikan setiap warga negara 

mendapat akses pelayanan kesehatan tanpa beban biaya yang berlebihan, 

 
1Adrian Sutedi “Hukum Perburuhan / Adrian Sutedi | Perpustakaan Mahkamah 

Konstitusi,” accessed August 15, 2025, https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=7201. 
2 pasal 3 UU No. 13 Tahun 2003, “UU No. 13 Tahun 2003,” Database Peraturan | JDIH BPK, 

accessed August 15, 2025, http://peraturan.bpk.go.id/Details/43013. 
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maka perlunya memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja menjadi 

urutan logis berikutnya.3 Karena itu, pelaksanaan K3 menjadi kelanjutan 

alami dari upaya perlindungan kesehatan yang lebih luas melalui BPJS 

Kesehatan, khususnya di lingkungan kerja. Dengan meletakkan penjelasan 

tentang BPJS Kesehatan terlebih dahulu, akan memberi gambaran 

kontekstual mengenai jaminan kesehatan secara umum sebelum 

membahas bagaimana perusahaan menerapkan langkah-langkah konkret 

terkait keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga alur pembahasan 

menjadi terstruktur dan runtut.4 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan hal yang perlu 

dipertimbangkan oleh setiap perusahaan, Keselamatan kerja adalah suatu 

keadaan di mana para karyawan terhindar dari risiko kecelakaan saat 

melaksanakan tugasnya. Aspek keselamatan ini harus menjadi perhatian 

utama karena memiliki kaitan erat dengan kesehatan para pekerja selama 

bekerja dan juga memengaruhi kualitas serta efisiensi kinerja mereka.5 

Sistem ini merupakan  upaya dan perhatian yang diberikan oleh 

perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehingga 

para karyawan terhindar dari gangguan baik secara fisik maupun mental.6 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah hak setiap karyawan serta 

 
3 Tedi Sudrajat, “Perlindungan Hukum Dan Pemenuhan Hak Pekerja Pada Program 

Jaminan Kesehatan Nasional,” Pandecta Research Law Journal 15, no. 1 (2020): 83–92, 
https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.23647. 

4 Habib Nor Rais et al., “Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Melalui Pendekatan Job 
Safety Analysis,” Journal of Educational Innovation and Public Health 2, no. 2 (2024): 52–59, 
https://doi.org/10.55606/innovation.v2i2.2844. 

5 Sarman Sinaga and Jonner Lumban Gaol, SOSIALISASI KESELAMATAN KERJA DI PT. PLN 
(Persero), n.d. 

6 Manda Dwipayani Bhastary and Kusri Suwardi, “ANALISIS PENGARUH KESELAMATAN 
DAN KESEHATAN KERJA (K3) DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI 
PT.SAMUDERA PERDANA,” Jurnal Manajemen Dan Keuangan 7, no. 1 (2018): 47–60, 
https://doi.org/10.33059/jmk.v7i1.753. 
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merupakan upaya perlindungan agar karyawan tetap sehat dan aman, 

sehingga dapat meningkatkan kinerja mereka.7 

Kerja borongan adalah jenis tenaga kerja yang telah dipekerjakan 

oleh pengusaha atau perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan dengan 

hasil dan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya.8 Dengan bayaran yang 

dihitung berdasarkan jumlah pekerjaan atau satuan hasil kerja yang 

berhasil diselesaikan.9 Perusahaan yang menggunakan sistem kerja 

borongan contohnya adalah PT. Karya Tani Indonesia yang merupakan 

perusahaan penyedia pupuk organik dan bahan mentah pupuk seperti 

dolomite dan clay yang berada di Jl. Raya Deandles KM 30, Desa Wadeng, 

Kec. Sidayu, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 61153. 

Perusahaan menerapkan sistem pengupahan mingguan bagi 

seluruh pekerja, baik pekerja harian lepas maupun pekerja borongan di 

sektor produksi, serta memberikan tunjangan berupa uang makan harian, 

tunjangan hari raya, dan jaminan sosial melalui program BPJS Kesehatan. 

Meskipun kepesertaan BPJS Kesehatan telah ditawarkan kepada pekerja 

borongan tanpa pemotongan upah, sebagian pekerja menolak dengan 

alasan telah memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan kekhawatiran 

kehilangan manfaatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan 

Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019. Namun demikian, berdasarkan 

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, pemberi kerja tetap 

 
7 Ryani Dhyan Parashakti and Putriawati, “PENGARUH KESELAMATAN DAN KESEHATAN 

KERJA (K3), LINGKUNGAN KERJA DAN BEBAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN,” Jurnal Ilmu 
Manajemen Terapan 1, no. 3 (2020): 290–304, https://doi.org/10.31933/jimt.v1i3.113. 

8 “PP No. 35 Tahun 2021,” Database Peraturan | JDIH BPK, accessed August 17, 2025, 
http://peraturan.bpk.go.id/Details/161904/pp-no-35-tahun-2021. 

9 Ade Rizaldi et al., “Sistem Manajemen Proyek Pekerja Borongan Berbasis Web 
menggunakan Metode Job Order Costing,” JEPIN (Jurnal Edukasi dan Penelitian Informatika) 10, 
no. 1 (2024): 58–67, https://doi.org/10.26418/jp.v10i1.72988. 
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berkewajiban mendaftarkan seluruh pekerja, termasuk pekerja harian 

lepas dan borongan, sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 

serta memenuhi kewajiban pelaporan dan pembayaran iuran sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

Fenomena penolakan pekerja borongan terhadap kepesertaan BPJS 

Kesehatan di PT. Karya Tani Indonesia merupakan persoalan yang bersifat 

kompleks dan tidak semata-mata mencerminkan sikap individual pekerja. 

Penolakan tersebut menunjukkan masih adanya keterbatasan pemahaman 

mengenai urgensi perlindungan jaminan kesehatan sebagai bagian dari 

sistem perlindungan sosial tenaga kerja, khususnya bagi pekerja dengan 

hubungan kerja tidak tetap. Sebagian pekerja beranggapan bahwa 

kepemilikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) telah memadai, sehingga 

menimbulkan persepsi bahwa kepesertaan BPJS Kesehatan tidak 

memberikan manfaat tambahan yang signifikan. Padahal, secara normatif 

pekerja borongan memiliki hak yang sama untuk memperoleh jaminan 

kesehatan yang layak dan komprehensif, termasuk pelayanan rawat jalan, 

rawat inap, obat-obatan, dan rujukan medis, tanpa dibedakan berdasarkan 

status hubungan kerja. Prinsip kesetaraan tersebut sejalan dengan Pasal 5 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang 

menjamin hak dan kesempatan yang sama bagi setiap tenaga kerja tanpa 

diskriminasi. Oleh karena itu, perbedaan status kerja tidak dapat dijadikan 

dasar untuk mengesampingkan hak pekerja atas perlindungan jaminan 

kesehatan sebagai bagian dari pemenuhan kesejahteraan dan 

perlindungan dasar tenaga kerja. Kondisi ini menimbulkan tantangan bagi 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban hukum yang diatur oleh UU No. 
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24 Tahun 2011 tentang BPJS dan UU Ketenagakerjaan yang mewajibkan 

pemberi kerja memberikan perlindungan jaminan sosial kepada seluruh 

pekerjanya.10 

Penolakan sebagian pekerja borongan di PT. Karya Tani Indonesia 

terhadap kepesertaan BPJS Kesehatan menimbulkan persoalan dalam 

pemenuhan perlindungan hukum tenaga kerja. Kondisi ini berpotensi 

mengurangi perlindungan pekerja terhadap risiko kesehatan dan 

kecelakaan kerja, sekaligus meningkatkan risiko hukum bagi perusahaan 

apabila terjadi kecelakaan kerja tanpa jaminan sosial yang memadai. 

Meskipun terdapat penolakan dari pekerja, kewajiban perusahaan untuk 

mendaftarkan seluruh pekerja dalam program BPJS Kesehatan tetap 

berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Penelitian ini difokuskan pada dua aspek utama, yaitu implementasi 

perlindungan hukum terhadap pekerja borongan yang menolak 

diikutsertakan dalam BPJS Kesehatan dan upaya hukum yang dapat 

diterapkan oleh perusahaan untuk menangani penolakan tersebut. Dengan 

adanya kajian ini, diharapkan dapat ditemukan strategi hukum yang efektif 

untuk meningkatkan partisipasi pekerja dalam program jaminan sosial 

serta memperkuat upaya perlindungan hukum yang menyeluruh bagi 

pekerja borongan. Penelitian ini menjadi penting karena dapat memberikan 

rekomendasi yang bermanfaat bagi pembuat kebijakan, perusahaan, dan 

para pekerja dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kepatuhan 

terhadap aturan perundang-undangan ketenagakerjaan. 

 
10 “UU No. 24 Tahun 2011,” Database Peraturan | JDIH BPK, accessed December 4, 2025, 

http://peraturan.bpk.go.id/Details/39268. 
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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pemenuhan hak-hak 

pekerja guna mewujudkan hubungan kerja yang adil dan seimbang antara 

pekerja dan pengusaha. Kondisi kerja yang aman dan kondusif tidak hanya 

berperan dalam menjamin kesejahteraan pekerja, tetapi juga menjadi 

faktor penunjang keberhasilan perusahaan, khususnya dalam 

meningkatkan produktivitas tenaga kerja. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja 

borongan yang menolak untuk diikut sertakan dalam program BPJS 

Kesehatan, khususnya di PT. Karya Tani Indonesia. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengkaji bagaimana implementasi perlindungan hukum bagi 

pekerja borongan serta Bagaimana upaya hukum yang dapat diterapkan 

oleh PT. Karya Tani Indonesia untuk mengatasi penolakan pekerja 

borongan terhadap program BPJS Kesehatan. Hal ini penting untuk 

mengetahui sejauh mana perlindungan yang diberikan perusahaan dan 

bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan serta produktivitas 

karyawan. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum bagi pekerja borongan 

yang menolak diikutsertakan dalam program BPJS Kesehatan di PT. 

Karya Tani Indonesia, Desa Wadeng, Sidayu, Gresik ? 

2. Bagaimana upaya hukum yang dapat diterapkan oleh PT. Karya Tani 

Indonesia untuk mengatasi penolakan pekerja borongan terhadap 

program BPJS Kesehatan? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Mengevaluasi implementasi perlindungan hukum bagi pekerja 

borongan di PT. Karya Tani Indonesia, Desa Wadeng, Sidayu, Gresik. 

2. Mengkaji Bagaimana upaya hukum yang dapat diterapkan oleh PT. 

Karya Tani Indonesia untuk mengatasi penolakan pekerja borongan 

terhadap program BPJS Kesehatan. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini mengevaluasi efektivitas regulasi jaminan sosial 

nasional dalam melindungi pekerja informal yang menolak kepesertaan 

BPJS Kesehatan, sehingga mengkaji kesenjangan antara norma hukum 

(das sollen) dan realitas lapangan (das sein) dalam perspektif sosiologi 

hukum. Selain itu, penelitian menilai pendekatan perlindungan hukum 

preventif dan represif bagi pekerja borongan, yang dapat menjadi 

referensi bagi studi lanjutan tentang hubungan kerja fleksibel di 

Indonesia. Pendekatan analitis ini memperkaya kajian hukum 

ketenagakerjaan dengan dimensi empiris yang kontekstual terhadap 

penolakan sukarela oleh pekerja Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya 

terkait perlindungan hukum terhadap pekerja borongan dan 

implementasi program BPJS Kesehatan. 

2. Manfaat praktis 

Penelitian ini mengkaji strategi perusahaan seperti PT. Karya Tani 

Indonesia dalam menangani penolakan pekerja borongan terhadap 

BPJS, sehingga memberikan rekomendasi upaya hukum persuasif yang 
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dapat diterapkan untuk mengurangi konflik kepesertaan. Bagi pembuat 

kebijakan dan BPJS Kesehatan, hasil penelitian menilai kebutuhan 

regulasi adaptif terkait dualitas KIS dan BPJS bagi pekerja informal, 

guna meningkatkan kepatuhan tanpa mengorbankan bantuan sosial. 

Bagi pekerja borongan, penelitian mengevaluasi hak-hak mereka atas 

perlindungan kesehatan alternatif, sehingga mendorong pemahaman 

yang lebih baik tentang konsekuensi penolakan kepesertaan    

E. Orisinalitas 

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian lain yang 

membahas perlindungan hukum terhadap pekerja yang tidak terdaftar 

dalam program jaminan sosial seperti BPJS . Namun, penelitian ini 

menunjukan perbedaan jika dibandingkan dengan studi sebelumnya. 

Beberapa karya tulis di bidang hukum yang mengangkat tema serupa 

antara lain :  

1. Skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP 

KARYAWAN KONTRAK YANG TIDAK DIIKUT SERTAKAN DALAM 

PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN” 

2. Skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP 

PEKERJA YANG TIDAK DI DAFTARKAN OLEH PERUSAHAAN KE 

BPJS KETENAGAKERJAAN (Studi di Kantor BPJS 

Ketenagakerjaan Kota Medan)” 
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NO. PROFIL JUDUL 

1. RYANDIKA ADHI 

PRATAMA 

SKRIPSI 

UNIVERSITAS ISLAM 

SULTAN AGUNG 

SEMARANG 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP 

KARYAWAN KONTRAK YANG TIDAK 

DIIKUT SERTAKAN DALAM PROGRAM 

BPJS KETENAGAKERJAAN 

RUMUSAN MASALAH 

1. Apakah karyawan kontrak wajib diikut sertakan dalam 

BPJS oleh perusahaan ? 

2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap 

karyawan kontrak yang tidak diikutsertakan BPJS oleh 

perusahaan ? 

3. Apakah sanksi terhadap perusahaan yang tidak mengikut 

sertakan karyawan kontrak dalam BPJS ?  

HASIL PENELITIAN 

1. Perusahaan wajib mengikutsertakan karyawan kontrak 

dalam jaminan sosial ketenagakerjaan. Berdasarkan pasal 

2 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang badan 

penyelenggara jaminan sosial mengatur bahwa BPJS 

ketenagakerjaan mempunyai tujuan yaitu mewujudkan 

terselenggaranya program jaminan BPJS ketenagakerjaan 

dan terpenuhinya kebutuhan dasar yang layak bagi setiap 

pekerja dan anggota keluargannya. 
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2. Pemerintah bertanggung jawab dalam memberikan 

perlindungan, kesejahteraan, dan keadilan kepada seluruh 

rakyat indonesia sebagaimana bahwa indonesia adalah 

negara hukum sehingga segala usaha yang dilakukan oleh 

negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada 

rakyat indonesia harus berdasarkan hukum.  

3. Sanksi yang dapat diberikan kepada perusahaan dapat 

berupa saksi pidana maupun perdata dan sanksi 

administrasi. Sanksi pidana terdiri dari pidana kurungan 

paling lama 6 (enam) bulan dan untuk pengulangan 8 

(delapan) tahun atau denda paling banyak Rp 

50.000.000,- (lima puluh juta juta rupiah). Sedangkan 

dalam ranah perdata berkaitan dengan ganti kerugian. 

Sedangkan sanksi administrasi terdiri dari teguran terulis, 

denda dan tidak mendapat pelayanan public tertentu.  

 

 

PERSAMAAN 

 

 

Membahas terkait perlindungan hukum 

terhadap pekerja atas jaminan sosial 

yang wajib diberikan oleh suatu 

perusahaan. 

 

 

PERBEDAAN 

 

 

Penelitian sebelumnya fokus membahas 

terkait pekerja kontrak yang tidak 

diikutsertakan pada program BPJS 

Ketenagakerjaan. 
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2. PROFIL JUDUL 

MUFLICH AKBAR 

GUSRINDA HRP 

SKRIPSI 

UNIVERSITAS 

MUHAMMADIYAH 

SUMATERA UTARA 

MEDAN 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP 

PEKERJA YANG TIDAK DI DAFTARKAN 

OLEH PERUSAHAAN KE BPJS 

KETENAGAKERJAAN (Studi di Kantor 

BPJS Ketenagakerjaan Kota Medan) 

RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana perlindungan hukum pendaftaraan 

kepersertaan BPJS ketenagakerjaan oleh pengusaha? 

2. Bagaimana sanksi administrasi bagi pengusaha yang tidak 

mendaftarkan kepersertaan BPJS ketenagakerjaan 

pekerja? 

3. Bagaimana faktor penghambat pelaksanaan hukum bagi 

ketenagakerjaan? 

HASIL PENELITIAN 

1. Perlindungan hukum pendaftaran kepesertaan BPJS 

ketenagakerjaan oleh pengusaha yaitu kewajiban 

perusahaan untuk mendaftarkan pekerja/ buruh kedalam 

keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan ini tidak lain, yaitu 

bertujuan untuk mensejahterakan pekerja/ buruh yang 

dalam hal ini adalah pihak yang lemah di bawah kekuasaan 

perusahaan. 
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2. Sanksi administratif untuk pengusaha yang tidak 

mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS 

Ketenagakerjaan diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 mengenai 

prosedur pemberian sanksi administratif kepada pemberi 

kerja di luar penyelenggara negara serta pihak lain yang 

berkaitan. Berdasarkan Pasal 29 peraturan tersebut, 

perusahaan yang gagal mendaftarkan pekerja sebagai 

peserta jaminan sosial dapat dikenai sanksi pidana berupa 

kurungan dan denda, selain itu juga dikenakan sanksi 

administratif. Khusus untuk sanksi administratif, jenisnya 

meliputi teguran tertulis, denda, dan kemungkinan 

pembatasan layanan publik tertentu bagi perusahaan 

yang melanggar ketentuan tersebut. 

3. Faktor Penghambat Pelaksanaan Hukum Bagi 

Ketenagakerjaan terutama dalam perlindungan hukum 

jaminan sosial pekerja Secara keseluruhan, hambatan 

utama meliputi lemahnya pengawasan dan penegakan 

hukum, kurangnya kesadaran dan kepedulian dari pihak 

pemberi kerja, serta minimnya pengetahuan pekerja 

mengenai hak jaminan sosial yang harusnya diterima. 

PERSAMAAN 

Membahas perlindungan hukum 

terhadap pekerja terkait kewajiban 

perusahaan dalam program Jaminan 

Sosial, dan studi kasus di tingkat lokal. 
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PERBEDAAN 

 

Penelitian sebelumnya fokus pada 

pekerja yang tidak didaftarkan BPJS 

Ketenagakerjaan oleh perusahaan (studi 

kantor BPJS Ketenagakerjaan kota 

medan) 

Tabel 1 penelitian terdahulu 

Adapun penelitian ini  

PROFIL JUDUL 

MOHAMMAD 

ABDAN MAULANA 

PROPOSAL 

SKRIPSI 

UNIVERSITAS 

ISLAM MALANG 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA 

BORONGAN YANG MENOLAK DIIKUTSERTAKAN 

PADA PROGRAM BPJS KESEHATAN (Studi PT. Karya 

Tani Indonesia) 

 

 RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum bagi pekerja 

borongan yang menolak diikutsertakan dalam program BPJS 

Kesehatan di PT. Karya Tani Indonesia, Desa Wadeng, Sidayu, 

Gresik ? 

2. Bagaimana upaya hukum yang dapat diterapkan oleh PT. Karya 

Tani Indonesia untuk mengatasi penolakan pekerja borongan 

terhadap program BPJS Kesehatan? 

NILAI KEBARUAN 
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1. Fokus pada perlindungan hukum pekerja borongan yang menolak 

untuk diikutsertakan pada program BPJS Kesehatan. 

2. Fokus pada penolakan sukarela oleh pekerja terhadap BPJS 

Kesehatan. 

3. Fokus pembahasannya terletak pada studi PT. Karya Tani 

Indonesia, Desa Wadeng, kecamatan Sidayu, kabupaten Gresik. 

4. Penelitian ini mengkaji konflik antara kewajiban normatif 

perusahaan dan penolakan sukarela pekerja dalam perspektif 

perlindungan hukum 

Tabel 2 kebaruan penelitian 

F. Metode Penelitian 

Jenis dan pendekatan penelitian, karakteristik penelitian, serta tipe 

data dan teknik pengumpulan data yang digunakan tentu bervariasi, 

disesuaikan dengan tujuan dan pokok bahasan yang akan dikaji. Oleh 

karena perbedaan tersebut, metode yang diterapkan dalam penelitian ini 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Jenis penelitian 

Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum 

empiris, yang memandang hukum sebagai realitas objektif yang dapat 

diuji kebenarannya. Pendekatan yang melihat hukum sebagai 

kenyataan mencakup kenyataan sosial, budaya, dan aspek lainnya. 

Kajian ini bersifat deskriptif dengan fokus pada law in action. Oleh 
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karena itu, kajian empiris ini berorientasi pada das sein, yaitu 

menggambarkan kondisi sebenarnya.11 

Penelitian empiris menggunakan data lapangan yang bersifat nyata 

dan objektif, serta data non-empiris seperti pendapat responden, 

informasi dari narasumber, atau data yang berasal dari indera dan 

perasaan manusia. Dalam konteks penelitian ini, yang bertujuan 

menganalisis data primer mengenai perlindungan hukum bagi pekerja 

yang menolak untuk didaftarkan BPJS Kesehatan oleh perusahaan, 

jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian hukum empiris karena 

dilakukan dengan pengumpulan data langsung di lapangan untuk 

mengetahui fakta sebenarnya guna dianalisis.12 

2. Pendekatan penelitian 

Dalam penelitian ini, menggunakan Pendekatan sosiologi hukum 

yang merupakan suatu cara pandang yang memfokuskan analisisnya 

pada bagaimana reaksi dan interaksi sosial berlangsung saat sistem 

norma hukum diterapkan dalam masyarakat. Pendekatan ini tidak 

hanya melihat hukum sebagai aturan tertulis semata, melainkan juga 

sebagai perilaku masyarakat yang terstruktur, terus berlangsung, dan 

memperoleh legitimasi sosial. Dengan kata lain, pendekatan sosiologi 

hukum memahami hukum sebagai fenomena sosial yang menjadikan 

norma hukum sebagai sesuatu yang ajeg dan terlembagakan karena 

telah mendapat dukungan dari masyarakat. Pendekatan ini 

 
11 Prof Dr Achmad Ali M.H S. H. and Dr Wiwie Heryani M.H S. H., Menjelajahi Kajian Empiris 

(Prenada Media, 2015). 
12 Nurul Kusuma Dewi et al., “Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Yang Tidak Terdaftar 

BPJS,” JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM 15, no. 02 (2022): 69–81, 
https://doi.org/10.59582/sh.v15i02.576. 
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menekankan bahwa hukum harus dianalisis secara empiris dan 

kontekstual dalam kaitannya dengan sistem sosial di mana hukum 

tersebut berfungsi, sehingga dapat menjelaskan bagaimana hukum ini 

benar-benar berjalan dan berpengaruh dalam kehidupan sosial 

masyarakat.13 

3. Lokasi penelitian 

Penelitian hukum empiris, dilakukan dengan penelitian langsung ke 

lokasi di PT. Karya Tani Indonesia, Peneliti memutuskan untuk 

melakukan penelitian di PT.Karya Tani Indonesia guna mendukung 

proses pendataan. Tempat ini dipilih karena peneliti ingin 

mengumpulkan berbagai data dan informasi yang relevan sesuai 

dengan kebutuhan penelitian. 

 

Gambar 1 Lokasi Penelitian 

 

4. Populasi atau sampel 

Populasi atau sampel dalam penelitian ini adalah  pekerja borongan 

yang bekerja pada perusahaan di wilayah penelitian yang menolak 

 
13 Muhaimin, SH., M.Hum.“Metode Penelitian Hukum.Pdf,” n.d., accessed November 21, 

2025, https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf. 
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untuk diikutsertakan dalam program BPJS Kesehatan. Selain itu, 

populasi juga mencakup dari perwakilan  pihak perusahaan, dilakukan 

wawancara terhadap 3 (tiga) responden yang terdiri dari 2 (dua) 

pekerja borongan dan 1 (satu) pihak perusahaan. Pemilihan informan 

menggunakan teknik sampling dengan Pemilihan informan 

menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria utama yaitu 

pekerja borongan yang memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan 

menolak diikutsertakan pada program BPJS Kesehatan, serta staff 

kantor yang mengatur terkait administrasi pendaftaran pekerja ke 

jaminan sosial, sehingga relevan untuk menggali isu perlindungan 

hukum terhadap pekerja yang menolak diikutsertakan pada program 

BPJS Kesehatan. 

5. Jenis dan sumber data 

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri 

dari data primer dan data sekunder, yang dijelaskan sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data primer adalah informasi yang diperoleh melalui 

wawancara dan observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti 

bersama pihak terkait Di PT. Karya Tani Indonesia. data primer 

dimaknai sebagai data yang dikumpulkan secara langsung 

terkait dengan tindakan hukum yang berlangsung pada 

peristiwa yang diteliti. 

b. Data Skunder 

Data sekunder merupakan data pustaka mencakup 

dokumen-dokumen publikasi hukum yang meliputi buku teks, 
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kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, serta komentar-

komentar terhadap putusan pengadilan. Data sekunder ini 

terdiri dari: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan. 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta 

Kerja Menjadi Undang-Undang. 

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang 

badan penyelenggara jaminan sosial BPJS. 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 

tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, 

waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan 

hubungan kerja. 

6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 

tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data 

Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. 

7. Keputusan menteri nomor 100 tahun 2004 tentang 

Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu. 

6. Teknik pengumpulan data  
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Bahan yang digunakan untuk menjawab pertanyaan dalam 

penelitian disebut sebagai data penelitian. Agar permasalahan 

penelitian dapat diselesaikan. Dalam penelitian ini, data yang 

dikumpulkan terdiri dari dua metode pengumpulan data, yaitu: 

a. studi lapangan, Peneliti menggunakan metode pengumpulan 

data dengan melakukan wawancara bersama pihak-pihak terkait. 

Sebelumnya, peneliti menyusun daftar pertanyaan yang kemudian 

dikembangkan selama proses wawancara berlangsung. Metode ini 

bertujuan untuk memperoleh data yang relevan guna mendukung 

penulisan skripsi ini. 

b. studi pustaka, Cara pengumpulan data yang digunakan peneliti 

dalam metode ini adalah dengan membaca berbagai literatur yang 

berkaitan dengan hukum, seperti buku, majalah, surat kabar, jurnal 

ilmiah, dan publikasi lainnya yang relevan dengan topik penelitian. 

7. Teknik analisa data 

Langkah-langkah dalam analisis data penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, 

baik melalui wawancara dengan pihak perusahaan, maupun pekerja 

borongan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Metode ini 

melibatkan pengelompokan dan penyaringan data menurut kualitas 

dan kebenarannya. Selanjutnya, data tersebut dikaitkan dengan teori-

teori serta peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi 

dokumen, sehingga dapat diperoleh jawaban terhadap permasalahan 

penelitian. 
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G. Sistematika penulisan 

Dalam skripsi ini, sistematika penulisan disusun dalam empat bab 

yang masing-masing memuat beberapa sub bab yang membahas hal-hal 

terkait penelitian ini, yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini memuat bagian pendahuluan yang mencakup latar 

belakang, yaitu penjelasan mengenai alasan peneliti memilih tema skripsi 

ini. Selain itu, bab ini juga berisi rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, serta metode penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

 Bab ini memuat tinjauan pustaka yang membahas kerangka teori 

terkait dengan masalah yang diangkat oleh penulis, sehingga dapat 

menjadi landasan bagi penelitian dalam menyelesaikan permasalahan 

yang dibahas dalam skripsi ini. 

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memuat pembahasan yang menguraikan jawaban atas 

rumusan masalah yang diteliti oleh penulis, yang dianalisis secara empiris 

terkait permasalahan pada pekerja borongan yang menolak untuk diikut 

sertakan pada program BPJS Kesehatan. 

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan serta 

saran berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, 

juga memuat rekomendasi yang diberikan penulis berdasarkan temuan 

dalam skripsi ini. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

1. Implementasi perlindungan hukum bagi pekerja borongan yang 

menolak diikutsertakan dalam program BPJS Kesehatan di PT. Karya 

Tani Indonesia pada dasarnya telah diupayakan oleh perusahaan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Perusahaan telah melakukan sosialisasi mengenai pentingnya 

kepesertaan BPJS Kesehatan dengan menawarkan pendaftaran tanpa 

pemotongan upah, serta tetap memberikan perlindungan kesehatan 

kepada pekerja borongan dengan menanggung seluruh biaya 

pengobatan apabila terjadi kecelakaan kerja atau pekerja mengalami 

sakit selama masih bekerja di perusahaan. Namun, perlindungan 

tersebut disertai dengan konsekuensi hukum bahwa apabila pekerja 

borongan mengalami cacat akibat kecelakaan kerja, pekerja yang 

bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengajukan tuntutan kepada 

perusahaan. Namun demikian, perlindungan tersebut belum dapat 

dikualifikasikan sebagai pemenuhan kewajiban hukum jaminan sosial 

sebagaimana diatur dalam UU BPJS, karena bersifat tidak sistemik, dan 

tidak menjamin keberlanjutan perlindungan. Dalam perspektif hukum 

ketenagakerjaan, kewajiban kepesertaan BPJS Kesehatan merupakan 

kewajiban normatif pemberi kerja yang tidak bergantung pada 

persetujuan pekerja, sehingga penolakan pekerja tidak serta-merta 

menghapus kewajiban hukum perusahaan menurut UU BPJS. 
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2. Upaya hukum yang diterapkan PT. Karya Tani Indonesia menunjukkan 

upaya patuh hukum melalui sosialisasi dan penawaran kontrak tertulis 

terhadap pekerja borongan untuk pemenuhan administrasi perusahaan 

pendaftaran BPJS Kesehatan, namun belum efektif karena sifat kerja 

borongan yang sementara dan fleksibel, ditambah pengaruh sosial-

budaya pekerja yang sering berpindah ke perusahaan lain akibat 

ketidakpastian permintaan pasar. Penolakan pekerja terhadap kontrak 

dan BPJS disebabkan keinginan mempertahankan kebebasan kerja 

serta kekhawatiran hilangnya bantuan sosial seperti KIS atau BLT, 

bukan penolakan perlindungan hukum. Kondisi ini mencerminkan 

kesenjangan antara aturan formal dan praktik lapangan, sehingga 

solusi hukum perlu pendekatan persuasif yang mempertimbangkan 

kondisi sosial-ekonomi pekerja borongan. Sebagai tanggung jawab 

hukum, perusahaan tetap wajib memberikan perlindungan kesehatan, 

keselamatan kerja, biaya pengobatan sakit atau kecelakaan, serta 

sosialisasi berkelanjutan untuk menyeimbangkan kepastian hukum 

dengan fleksibilitas kerja. Oleh karena itu, solusi hukum yang ideal tidak 

hanya bertumpu pada kesediaan pekerja, melainkan harus diarahkan 

pada kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan melalui 

penguatan pengawasan, pendampingan administratif, dan peran aktif 

negara. Dengan demikian, penyelesaian penolakan pekerja harus 

ditempatkan dalam kerangka perlindungan hukum yang menegaskan 

bahwa kewajiban pendaftaran BPJS Kesehatan tetap melekat pada 

perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan perwujudan 

perlindungan negara terhadap tenaga kerja. 



 81   
 

B. SARAN 

1. Perusahaan disarankan menyusun dan menetapkan kebijakan tertulis 

internal mengenai kepesertaan BPJS Kesehatan bagi seluruh pekerja, 

termasuk pekerja borongan, sebagai bentuk kepastian hukum dan 

pedoman pelaksanaan kewajiban normatif perusahaan. Kebijakan 

tertulis tersebut penting untuk menegaskan komitmen perusahaan 

terhadap perlindungan hak pekerja serta meminimalisasi risiko 

pelanggaran hukum. Selain itu, perusahaan perlu melakukan koordinasi 

secara aktif dengan pihak-pihak terkait, seperti BPJS Kesehatan, Dinas 

Ketenagakerjaan, dan pemerintah desa setempat, guna memperoleh 

kejelasan mekanis me kepesertaan, sinkronisasi data pekerja, serta 

solusi hukum yang tepat terhadap penolakan pekerja. Koordinasi ini 

diharapkan dapat menghasilkan pendekatan yang lebih persuasif, 

adaptif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

tanpa mengabaikan perlindungan hak dasar pekerja. 

2. Pekerja borongan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman 

mengenai pentingnya jaminan kesehatan sebagai bentuk perlindungan 

jangka panjang. Penolakan terhadap kepesertaan BPJS Kesehatan 

sebaiknya didasarkan pada pemahaman hukum yang memadai, bukan 

semata-mata pada kekhawatiran kehilangan bantuan sosial, sehingga 

hak atas perlindungan kesehatan dapat terpenuhi secara optimal. 

3. Pemerintah diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan pedoman 

kebijakan yang jelas terkait status kepesertaan pekerja borongan yang 

telah terdaftar sebagai penerima bantuan iuran melalui Kartu Indonesia 

Sehat (KIS) dalam kaitannya dengan kewajiban kepesertaan BPJS 
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Kesehatan. Rekomendasi tersebut diperlukan untuk mencegah 

terjadinya tumpang tindih kepesertaan serta memberikan kepastian 

hukum bagi perusahaan dalam melaksanakan kewajiban jaminan 

sosial. Melalui koordinasi antara BPJS Kesehatan, Kementerian 

Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah, 

diharapkan dapat dirumuskan mekanisme yang selaras antara 

perlindungan sosial berbasis bantuan negara dan kewajiban normatif 

pemberi kerja, sehingga hak kesehatan pekerja tetap terlindungi tanpa 

menimbulkan konflik hukum di tingkat implementasi. 
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